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PERJANJMN KERJASAMA

AilTARA

DIT{ASi PENG ENDALIAN PENDU DU K, KELUARGA BERENCAIiIA,
K EPEN D1' Dvu 

il3[?fl llFHfm u' o''

DENGAN

BADAN ITESATUAN B{NGsA DAN POLMK
PRO\TI NSI SU MATERA BARAT

TENTANG

PEMAN FAATAN NOMOR I N DU K KEPEN D U DU XRIU, DATA. KEPEN DU DU KAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEI(TRONIK DALAM LAYANAN LTNGKUP TUGAS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini $enin tanggal dua puluh llrna Bulan .!un! tahun dua ribu delapan belas yang

1. Nama : H. Novribl, S.E., M.A., Akt
Alamat ; Jt. Rasuna Said No. g1. padang
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian-Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan

dan pencatatan Sipit provinsi$umatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas pengendalian penduduk, Ketuarga
Eerencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Surnatera Barat yang selanjutnla
disebut PII{AK KESATIJ

2. Nama : Nazwir, S.Fl., M.Hum.
Alamat : Jl. KuiniNo. Zg A padang
Jahatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsisumatera Baratdalam hal ini lrertindak untuk dan atas ,,iim srou;-ii;;;;;;;'il;il;il"r1i,,,n provinsi

'Sumatera Barat yang setanjutnya disebut ptHAK KEDUA.

PIHAK KE$ATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebutPARA Pt FIAK, rertebi h dah u I u men eran gka n-seu-agi ib;;; kili
1' bahwa PIFIAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah provinsi $umatera Barat dibidangkependudukan dan pencatatan sipil yang oertaneiilJ j"il ;.;priut-rn"rru, provinsi

Sumatera Barat;

2" bahwa Plt{A8( KED[IA adalah unsur petaksana Pemerintah provflnsi Sumatera Barat dibidangideology dan wasbang' kewaspadaan, pembinaan r,enraiyarax*ilffi;;tititn outu* negeriserta tugas pembantuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur provinsi sumateraBarat;

t" mT--]



3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Surnatera Barat Nomor

4rc/LOA7/DPPKBKPS.S/Xll/2OL7 Tanggal 15 Desemlrer 2AL7 tentang Pemanfaatan Nll(,

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Frovinsi Surnatera Barat Nomor 8AO/LOL8/Set-Bl{Pol/2017 Tanggal 30 0ktolrer 2017
perihat Permolronan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan mernperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 ttlornor L24, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia l{omor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

' Tahun 2013 (Lembaran Negara Republi!( Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia frlomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O07 tentang Pelal€anaan Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lernbaran Negara Republlt< lndonesia Nomor 4730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2oL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 8373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
'2OOig 

tentang Penerapan Kartu Tanda Fenduduk
Berbasis htromor lnduk Kependudukan Secara Nasional, ;ehagaimana telah diubafr
beberapa kali, terakhir dengan Feraturan Presiden Nomor 112 Tlhun 20L3 (LemG;;;
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2013 Nomor 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2018 tentang persyaratan, Ruang
Lin$kup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta penranfaatan Nomor lndufir
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik;

5' Peraturan Gubernur $umatera Barat Nomor 51 Tahun Z}LT tentang pemanfaatan Data
Kepend u du ka n Tingkat provi nsi Su rnatera Barat;

PARA PIIIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatan Nomor lndukKependudukan, Data xependudukan Dan ltartu Tanda p.raroir.'rr-rti"rir- Dalam LayananLingkup Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi sumatera Barat, dengan ketentuansebagai berikut: 

pasar ,.

gFff'g,,*:] rvv": :::1?:::.1,:n.:ffll, ;#ll*n menserektirkan rungsi dan peranPARA PIHAK dalam pemanfaatrn ilro*oi.til;i d;;;alrout<an, Data Kependudukan dan KartuTanda penducluk Elektronik.

pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang ringkup perjanjian Kerja Sama ini meriputi pemantaatan,

a. Nomor lnduk Kependudukan (NlK);b. Data Kependudukan; danc. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp-el).

I pemanfaatan Nogl.tny*f-iff;Jfuxun, Date Kependudukan dan
Kartu Tanda penduduk Elektronik

Pemanfaatan NrK, Data Kependudukan dan KTp-er daram rangka nlengefektifkan:a' 
fr#ffi?ffi:'j frff3 

utn"tlma manfaat dengan menggunakan darabase kependudukan yang

2 f Fr-f:l



b.

fr

Validasi dan verlfikasi dalam proses pelayanan dalam lingkup layanan PlHAlt KEDUA
dengan menggunakan NtK, Data Kependudukan dan KTP-el;dan
Perencanaan program kegiatan PlllAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

ou*ui,o5ffflf^ ,,n*
PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada pll{AK {ED[rA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tahir, tanggaVnulint{inii
lahir, golon$an darah, agamarzkepercayaan, status perkawinan, jenis pekerlaan, NIK ibtr
kandun$, nama ibu kandung, t{lK ayah, nama ayah, alamat, kepemilkan alrta ketahiran,
nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buiru nikah, nonlor aktaperkawinan/buku nikah, tanggal pernikahan, kepemilikan akta p"i."r*iun, ;dg;iperceraian dan nomor akta perceraian kepada FIHAK KEDUA;b' l9nfedlakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) tltik jaringan berbasiska n Virtuat
Private Network (VPN) lP melaluifasilitasi dan koordinasi oengan Dinas Komunikasi danlnformatika provinsi Surnatera Barat;c' memberikan User lD kepada PIHAK KEDUA yang pengelotaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDIIA;

(1)

d' memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTp-el gesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
e' memberikln nim6ingan ieltnls oan- pendampingrn t"t nis irnplementasi pemanfaatan

I\llK, Data Kependudukan, dan KTp-el'atas oiaya FIHAK ItE uA
(2) PIHAK KEDUA mempunyaikewajiban untuk:

a' mencantumkan NIK yang sudah dljamin ketunggarannya dalarn dokumen yangditerbitkan ptFiAK meOUn; 
"

b' memberikan hak akses secala terbatas data dari _dokumen yang dihasilkan sebagaidata barikan,.guna merengkapig"tgur'r" rrup*nororr^an rnirik piHAft KE$ATU;c' bertanggungiawah seoagii pemegang trat< aHse's atas data kependurtukan yang diaksesdaTiPIHAK KE$ATU;
d. memberikan layanan berbaslskan KTp-el;' e' menyediakan tenasa teknis dan perangkat pembaca KTp-el, sesuai dengan spesifikasivang diberikan pruA* fiESATU beserra frrd;;;;d;;; iiolartt'f. menyediakan dukungan ;rgg4;';;il;*raksanaan himbingan teknis danpen dainpin$a n tekn is implementasi pema nfaatan N lK, Data ttugun Jr orka n, dan KTp-el;g' mernbantu sosiatisasi pgmanfaatan'xrp-ei meralui media cetak dan/atau elektronik;
h' menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data,_ serta tidak dilakukannyapenvimpanan data ltependudur<an'yang tedi'oiarrues oari pli,inm"kesaru walaupunjangka wakru perjanJian Kefia samainii.rrt, nuriNr,ir.

H"* FffiflF,no*
(L) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

a- mengawasi peraksanaan kewajiban prHAK KEDUA;b' mendapatkan data batikan ,tu, ort, n;o;;;;o*annya rerah diberikan prHAK ffEsATUberdasarkan perjanjian r(erd sa;;r;i;;;;Hngkapidatahase kependudukan; danc' nrendapatkan jamlnan kerahasiaan, ln"rtrnrn irn kebenaran data yang diterima dandiakses PIHAK ffEDUA, waliupun jangka *rro,t, Ferjanjian Kerja sama ini telahberakhir.

(2) PIFTAK KEDUA rnempunyaihak untuk:a' mendapatkan hak akses ut.,T-tlfatas data kependudukan herupa nomor r(K, NrK,' nama lengkap, jenis kelamin, tempat rartir, ianggii,vnum^/uhun tahir, gotongan darah,

mm



agama/kepercayaan, status perkawlnan, jenis pekerjaan, ltllK ibu kandung, nama ibu
kandun$, NIK ayah, nama ayah, alarhat, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta
kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku
nikah, tanggal pernikahan, kepernilikan akta perceraian, tanggal perceraian dan nomor
akta perceraian dari PlFIltK KL$^ATU; dan

b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendanrpingan teknis pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan peringkat pembaca KTP-el, atas biaya
PIFIAK KEDUA.

Pasal 6
Jangka Walctu

Perjanjian Kerja Sanra ini mulai berlaku sejak clitandatanganinya perjanjian Kerja Sama ini oleh
PARA PIFIAK sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 dan-dapat oiperpan;ang atas persetujuan
PARA PII-IAK.

Fasat z 

t

Berakhirnya .ffiffii , Kerja sarna

Ferjanjian Kerja Sama berakhir apabita:

a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah setesai; atau
b' atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuPerjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal E
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) Apabiia terjadi hal-hal cli luar kekuasaan PARA prHAK atau keadaan rnemaksa, dapatdilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian lter;a sami r*;.ffi;d ,^* pru.tA6.(2) Keadaan mernaksa 
_Tllguirrna..oimiksqd ;;du ;yat (1i, auaran adanya kebijakanpemerintah yang mengakiEaikan tidal< {apat oiraniutxinnya petatsanaan- eerlanjian Kerjasama ini dan apabira terjadi har-har di ruar kekuasaan pAI?q pfi{A$L

Pasal g
Penyelesaian Fersetisi,rran

(1) Apablta dikemudian hari timbut
pelaksanaan per.ianjian Kerja S;;u
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perbedaan penafsiran danini antara PARA plHA$( akan diseiesaikan secara

(2) Dalam hal musyawaralr dan mufakat sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) tidak tercapai,maka akan diselesaikan sesuai dengan r<eteituan periturun perundang-undangan.

pasat 1O
Evaluasi dan peiaporan

(1) PIFIAK KEDUA 
. 
berkewajiban membuat taporan b,erkala penianfaatan NlK, DataKependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan hulanDesember untult semester kJ;* k6Jor-piirni<"nrro* dengan tembusan DirekturJenderar Kependudukan dan penLtatan sipir dan Gubernur.{2) PIFIAK KESATU melakukan evatuasi prrrntrutrn-*,^, Data Kependudukan dan KTp-ersecara berkara atas raporan prHAK neoun ;;bd;;;na dimaksud pada ayat (1).(3) PIHA&{ KESATU dapat melakukan evatuasi pemanfaatan NtK, Data Kependudukan dan KTp-el sewaktu_waktu. [, rrrra, u.ila 

'tepenol(4) Hasil evatuasi sebagaimana dimaksud. p.u!g qv"t (2) dirapo$an kepada Gubernur dengan
ffi"'n 

Menteri Dalarn Negeri metalui oireitui )r'nil"rrr Kependuoukan dan pencatatan

4 l-]--T__I



Pasal 1L
l€in-Lain

(L) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, niaka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan plnn HHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Ker.ii sama ini.

(3) Ketentuan'ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam petaksanaan perjanjian
Kerja Sama ini akan disusun datam petunjuk fenis.

pasal 12
penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing oinunurrimaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang- sam4 iut"irl, Jitu"noutrngrni pARAPtltAK. - ---;'-"'

PltlAS KEsArug PI}JAK KEDUA

Namir,S.H., M.l{um.
NrP. 196411A1 199003 t 008

E I-7-T---r
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